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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan alas hak tanah,

dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, faktor perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, faktor adanya kesempatan dan kehendak pelaku,

dan faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku. Kantor Pertanahan

mempunyai peran penting dalam melakukan pendaftaran tanah, sehubungan

dengan kududukan yang sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertahanan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi dalam penyusunan dan

penetapan kebijakan di bidang pertahanan.

2. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan hak atas tanah yaitu

dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pada kasus pemalusan data

setipikat dan 1 tahun pada kasus pemalsuan alas hak waris. Pemberian sanksi

ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar peristiwa

serupa tidak terjadi di kemudian hari, dan untuk masyarakat agar lebih hati-

hati dan menjadi contoh bahwa tindakan pemalsuan akta otentik itu berakibat

hukum..
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B. Saran

Ada beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis

mencoba menyampaikan beberapa saran-saran:

1. Agar masyarakat berhati-hati dalam melakukan perjanjian jual beli dan

berhati-hati dalam mempertahankan hak milik atas tanahnya untuk mencegah

terjadinya tindak pidana pemalsuan akta diharapkan kepada para penegak

hukum dan masyarakatlebih diperhatikan lagi mengenai tindakan pemalsuan

tersebut, khususnya hukuman yang diberikan pada pelaku, agar tidak terulang

kembali.

2. Pihak BPN agar meningkatkan unsur kehati-hatian dalam menerbitkan akta

otentik untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir

tindak pidana pemalsuan akta, maka pihak berwajib atau Kepolisian harus

lebih tegas dan memberikan sanksi lebih berat kepada setiap pelaku

pemalsuan surat atau akte otentik sehingga sanksi yang diberikan tersebut

benar-benar bisa memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya, dan

bisa membuat takut untuk melakukan bagi orang yang belum melakukan

tindak pidana pemalsuan akta, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan akta

dapat merugikan masyarakat dan Negara atau dapat merugikan berbagai

pihak, karena kasus pemalsuan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana

dengan derajat keseriusan yang cukup tinggi dan memberikan sanksi yang

berarti dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.
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